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ABSTRAK
Dengan telah di sahkanya atau di undangkanya undang – undang nomor
18 tahun 2003 Tentang Advokat, Perwujudan reformasi hukum ini dapat
dilakukan melalui berbagai upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan
peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum,
pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya,
penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat
penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption
yang sampai dengan saat ini masih sulit diberantas, sehingga muncul apa yang
disebut sebagai “mafia peradilan”.1 Fungsi/peran profesi advokat tidak dapat
kita kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini
disebabkan karena profesi advokat sering bersinggungan dengan pencari
keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Salah satu terobosan baru dalam UU
Advokat yang menarik untuk dikaji adalah pemberian status kepada Advokat
sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan
penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan, bahwa :“Advokat
berstatus, sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan”.
Dengan melihat ketentuan tentang tanggung jawab dan fungsi
organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat
juga harus mendukung reformasi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat.
Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat
untuk monitoring perilaku advokat untuk memastikan kaualitas pelayanan,
integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan
peradilan. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya,
sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para
anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses
ini dikenal sebagai proses Continuing Legal Education (CLE).
Begitu pula Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menentukan bahwa peradilan
yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas,
jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh
tingkat peradilan.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan
kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus
mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya
adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab2,
sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat (UU Advokat).
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Gerakan reformasi yang mencuat sejak tahun 1998 lalu, menuntut
berbagai pembaharuan dan perbaikan-perbaikan di segala sektor kehidupan,
baik politik, ekonomi, hukum dan bidang-bidang lainnya. Karena tuntutannya
bersifat komprehensif dan integral itulah, maka reformasi yang diinginkan
dipertegas dengan istilah reformasi total. Penegakan supremasi hukum
mengemuka sebagai wujud tuntutan reformasi di bidang hukum.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan supremasi
hukum tersebut adalah dengan melakukan perubahan-perubahan di setiap aspek
kehidupan bernegara, terutama perubahan dan pembaharuan terhadap aspek
hukum atau yang dikenal dengan reformasi hukum. Program reformasi hukum
tidak bisa tidak harus digulirkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota
masyarakat.
Perwujudan reformasi hukum ini dapat dilakukan melalui berbagai
upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-
undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga
peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, keberhasilan
melaksanakan reformasi hukum tentunya juga harus ditunjang oleh kemauan
politik, sikap jujur dan transparan dari pemerintahan yang akan datang.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang
khususnya Indonesia adalah bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada
kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri. Dengan demikian
peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati
posisi strategis seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound berikut ini :3
“The law, in its procedural as well substantive aspects, is essentially
made and administered by persons, whose views and interpretations
are, buffeted by the winds of change through the year, so that it has
become a “truism that the quality ofJustice depends more on the quality
of the (persons) who administer the law than on the content of law they
administer”.
“Hukum dalam prosedur dan unsur-unsur substantifnya adalah
sekelompok aturan yang dibuat dan dirancang oleh sekelompok orang
yang memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan, aturan ini dibuat
selama bertahun tahun sehingga teruji kebenaran dan keadilannya,
aturan ini menitikberatkan pada kualitas orang yang membuat aturan
tersebut dibandingkan dengan isi dari aturan yang dibuat”.
Namun sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya
penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat
penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption
yang sampai dengan saat ini masih sulit diberantas, sehingga muncul apa yang
3Dikutip dari Frans Hendra Winarta, “Reformasi Lembaga Hukum Sebagai Dasar Pelaksanaan
Reformasi Hukum Nasional”, Komisi Hukum Nasional, Oktober 2015,
www.komisihukum.go.id.
disebut sebagai “mafia peradilan”.4 Kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutuskan suatu perkara, bebas menggali,mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh
manapun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan rasa keadilannya.5
Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di
Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum
terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan
good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-
lembaga hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) bertindak profesional, jujur
dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Fungsi/peran profesi advokat tidak dapat kita kesampingkan dalam
sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi
advokat sering bersinggungan dengan pencari keadilan, polisi, jaksa dan
hakim. Namun demikian sistem peradilan pidana yang dijalankan seringkali
hanya menyasar pelaku jarang sekali memperhatikan kepentingan korban yang
juga menjadi pelaku seperti pada tindak pidana narkotika dan atau perzinahan.6
Oleh karena itu tinjauan atas profesi advokat harus selalu
memperhatikan posisinya berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya
4Menurut Daniel S. Lev, mafia peradilan adalah “after all a working system that benefits all its
participants. In some ways, in fact, for advocates, who otherwise are excluded from the
collegial releationships of judges and prosecutors, it works rather better and more efficiently
than the formal system”, Lihat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Advokat
Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Hukum di Indonesia. Jakarta,
2001, hlm. 11.
5 Waty Suwarty Haryono, Asas Kebebasan Hakim Dalam memutus Perkara Pidana Dalam
Perspektif Kepastian Hukum, Ius Constitutum Vol.1 No.1 Tahun 2017,hlm.5
6 Anton Sudanto, Penerapan Sistem Pemidanaan dalam TP Perzinahan Dalam
Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia.,Jurnal Staatrecht Vol.1 No.1
Tahun 2017, hlm. 4
(polisi, jaksa, hakim). Hal ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam
Code of Conduct for Lawyers in the Euoropean Union, sebagai berikut :
“In society founded on respect for the rule of law lawyerfulfils a special
role. His duties do not begin and end with the faithful performance of
what he is instructed to do so far as the law permits. A lawyer must
serve the interest of justice as well as those whose rights and liberties
he is trusted to assert and defend and it is his duty do not only to plead
his client’s cause but to be his adviser. A lawyers function therefore
lays on him a variety of legal and moral obligation (sometimes
appearing to be in conflict with each other) towards :
- The client;
- The courts and other authorities before whom the lawyer pleads his
client cause or acts on his behalf;
- The legal profession in general and each fellow member of it in
particular; and
- The public for whom the existence of a free and
independentprofession, bound together by respect for rules made by
the professionitself, is an essential means of safeguarding human
rights in face of thepower of the state and other interest in society”.
“Dalam suatu masyarakat fungsi dan peranan pengacara selalu
menempati peranan yang istimewa. Pekerjaan yang tidak selesai begitu
saja dengan selesainya suatu proses pengadilan. Fungsi dari Pengacara
bervariasi sesuai dengan kewajiban hukum dan moral yang
diembannya. Peranan ini cenderung mendatangkan konflik kepentingan
terhadap:
- Klien;
- Pengadilan dan pejabat berwenang lainnya yang merupakan tempat
dimana terjadi pembelaan terhadap kliennya;
- Profesi legal secara umum dan para pengikutnya secara khusus; dan
- Publik, dimana Pengacara tersebut berlaku sebagai individu yang
bebas dan indepenent.”
Namun secara jujur harus diakui pula bahwa profesi advokat juga dapat
berperan dalam judicial corruption. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang
pembicara Dalam konferensi International Bar Association (IBA) yang
mengatakan :
“........a corrupt judiciary cannot exist without the active collaboration
of some lawyers and the supine indifference of other lawyers to the
phenomenon of judicial corruption”.
“seorang pelaku atau perangkat hukum yang korupsi bisa bertahan
dalam kolaborasi dengan pengacara yang lain dan akan cenderung
menempati posisi yang berbeda dibandingkan dengan pengacara atau
perangkat lainnya”.
Untuk menjawab tantangan di masa depan yang semakin berat, maka
sudah merupakan suatu keharusan bagi advokat di Indonesia untuk
menyiapkan diri menghadapi arus globalisasi tersebut.
Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan penegakan hukum di
Indonesia perlu dilakukan reformasi dalam bidang hukum. Yang dimaksud
dengan reformasi hukum adalah perubahan dan pembaharuan hukum (law
reform) terhadap seluruh sistem hukum (legal system), yaitu menyangkut
substansi hukum, struktur hukum,dan budaya hukum.7
Sebagai wujud pelaksanaan reformasi hukum adalah dengan
memperbaharui perundang-undangan tentang Advokat yaitu diundangkannya
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut
UUAdvokat). UU Advokat ini lahir didasari atas pertimbangan, bahwa
kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari
luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung
jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum,
kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Selain itu, Advokat sebagai
profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan
7Lihat Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, diterjemahkan oleh
Whisnu Basuki dengan judul “Hukum Amerika Sebuah Pengantar”, PT. Tatanusa, Jakarta,
2001, hlm. 6-11.
hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi
terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.8
Salah satu terobosan baru dalam UU Advokat yang menarik untuk
dikaji adalah pemberian status kepada Advokat sebagai penegak hukum
yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam
menegakkan hukum dan keadilan, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Advokat menyatakan, bahwa :“Advokat berstatus, sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan”.
Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan
satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Ayat (1) UU Advokat, yaitu :“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya
wadah profesi Advokat yang bebas, dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
kualitas profesi Advokat”.
Oleh karena itu, Organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang
bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi
Negara.9
Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya
penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha
8Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian
Undang-Undang Advokat.
negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang
kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan,
advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia
peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada
profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan
kebebasannya dalam UU Advokat.
Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu
harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan
Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah
memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan
tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat
adalah dari sumpah atau janji advokat.
Peran advokat dalam reformasi hukum ini dapat dilakukan antara lain
dengan ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. Hal ini didasari
oleh gagasan bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem peradilan itu sendiri. Yang melandasi timbulnya gagasan ini adalah
karena advokat merupakan salah satu pihak (stakeholder) dalam sistem
peradilan sehingga pandangannya mengenai sistem peradilan harus
diperhatikan.
Selain itu, timbulnya gagasan ini juga karena alasan bahwa advokat
memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip
peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum, yang ada, misalnya
advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (administration
of justice) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah
sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Selain itu, advokat
dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan
peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial).
Hak atas fair trial (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah
sebuah norma dalam hukum Hak Asasi Manusia Intemasional yang dirancang
untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-
wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan
lainnya.10
Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa peran advokat dalam
reformasi hukum tidak akan berjalan baik apabila tidak dilakukan pengawasan
yang ketat dan terus-menerus terhadap perilaku dan etika para advokat. Tugas
pengawasan ini merupakan tanggung jawab organisasi advokat karena
eksistensi organisasi advokat erat kaitannya dengan sejauhmana fungsi-fungsi
advokat dapat dijalankan oleh profesi tersebut.
Dengan melihat ketentuan tentang tanggung jawab dan fungsi
organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat
juga harus mendukung reformasi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat.
Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat
untuk monitoring perilaku advokat untuk memastikan kaualitas pelayanan,
10YLBHI, “Fair Trial. Prinsip-prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak”, Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, 1997, dikutip dari http://anggara.org/
integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan
peradilan. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya,
sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para
anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses
ini dikenal sebagai proses Continuing Legal Education (CLE).
Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekuitmen yang tidak
koruptif, program training, dan program CLE yang dilakukan secara konsisten
oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak
hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang
baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai
seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela
kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh
berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta yang tidak selalu hanya
memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan
keharusan bagi setiap advokat untuk mendukung dan tarut berperan dalam
reformasi hukum saat ini.
Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini, penulis akan
mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan
mengambil judul : “KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini permasalahan-
permasalahan yang diteliti dan dikaji akan diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dari pelaksanaan kedudukan Advokat
sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan Tujuan dari penelitian mengenai kedudukan Advokat sebagai
penegak hukum dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan Advokat sebagai penegak
hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang terjadi dari
kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan
pidana di Indonesia
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam
pengembangan khasanah Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan
Hukum Acara Pidana yang berhubungan pelaksanaan sistem peradilan
pidana.
2. Kegunaan Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai infortnasi kepada masyarakat
umum, para penegak hukum dan kalangan akademis tentang kedudukan
Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia;
b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk menggali dan
mengkaji kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dalam proses
peradilan pidana.
E. Kerangka Pemikiran
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.11Hal
ini berarti bahwa negara tennasuk di dalamnya Pemerintah dan Lembaga-
lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus
dilandasi hukum, dalam hal ini hukum dasar dan undang-undang sebagai
rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adanya
suatu hukum yang membatasi kekuasaan politik dalam suatu negara inilah yang
pada prinsipnya disebut dengan istilah Negara Hukum.
Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara
11Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen
hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar, yaitu pertama tuntutan kepastian
hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; kedua tuntutan
bahwa hukumn berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara;
ketiga legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus
mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan keempat
tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan
masyarakat.12
Keempat tuntutan tersebut, pada dasarnya merupakan ciri-ciri umum
dari negara hukum. Akan tetapi dalam impleinentasinya di tiap-tiap negara bisa
berbeda-beda. Sebagai contoh, pada negara-negara Eropa Kontinental
(Belanda, Jerman, Perancis) yang menganut konsep rechtsstaat, unsur-unsur
negara hukum menurut Frederick Julius Stahl meliputi perlindungan hak asasi
manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-undang,
serta adanya peradilan tata usaha negara. Sementara pada negara-negara Anglo
Saxon (Inggris, Amerika, Kanada) yang menerapkan konsep rule of law,
pengertian negara hukum menurut Albert Venn Dicey meliputi adanya
supremacy of law, equality before the law, dan due process of law.13
Dalam Simposium tentang “Indonesia adalah Negara Hukum” yang
diselenggarakan Fakultas, Hukum Universitas Indonesia pada, tahun 1966,
dikemukakan beberapa ciri negara hukum, yaitu :14
12Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsp-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Gramedia, Jakarta, 1991, hlm- 295-297.
13Soedjati Djiwandono (ed.), Revitalisasi Sistem Politik Indonesia, CSIS, Jakarta, 1996,
hlm. 39.
14Dikutip dari Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, hlm. 21.
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain,
serta tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Menurut Padmo Wahjono, suatu negara disebut sebagai negara hukum
apabila ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak
kemanusiaan, ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, ada
suatu tertib hukum, dan ada kekuasaan kehakiman yang bebas.”15 Hal-hal
tersebut tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yang mengakui kedaulatan
rakyat.
Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari
suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah
diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauhmana
prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan
peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di
bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan
jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman yang demikian telah diatur dalam Pasal 24 UUD
1945 yang menyatakan, bahwa :
15Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1993, hlm. 9-10.
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.16
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada, di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.17
(3) Badan-badann lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.18
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
menentukan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan
yang maha esa serta peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan.
Begitu pula Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menentukan bahwa peradilan
yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas,
jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh
tingkat peradilan.
16Amandemen Ketiga UUD 1945
17Amandemen Ketiga UUD 1945
18Amandemen Ketiga UUD 1945
Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman, hanyalah merupakan suatu
subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional
yangberlaku di suatu negara, yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi,
tugas, kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan
bagaimana hubungan negara dengan warga negara.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi dalam setiap negara hukum. Ketentuan yang seperti ini memang
seharusnya dilaksanakan dan perlu diperhatikan. Kini setiap negara yang ideal
pada abad XX ini segala kegiatan negara didasarkan kepada hukum.19
Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan
dasar, yaitu :
Pertama : sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di
antara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang
merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
Kedua : kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah
penyelenggara pemerintahan bertindak tidak semena-mena dan menindas.
Ketiga : kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai
keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan penmdang-
undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan
baik.
Keempat : kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang implementasinya adalah
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan
19Padmo Wahyono, Op.Cit, hlm. 7
kepadanya untuk diputus, harus pula memperhatikan nilai-nilai hukum yang
hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga dengan kebebasannya itu
hakim melalui putusannya itu dapat membentuk hukum.
Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan
kehakiman yang merdeka.
Lembaga Peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep
era hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari
sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, terlihat dari
peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan
untuk kepentingan politik. Pada masa transisi tersebut, peradilan merupakan
institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas
prosedur-prosedur yang demokratis. Sebagai suatu gambaran ideal, dalam
menjalankan fungsi peradilan atau peninjauan konstitusi (constitutional
review), para hakim tidak hanya menengahi konflik antara elit politik, tetapi
juga mampu menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak
adil. Dengan demikian lembaga peradilan menjadi pelaku yang kuat dalam
memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum.
Pada era reformasi sekarang ini masyarakat sangat mendambakan agar
kekuasaan kehakiman lebih independen dan lebih peka terhadap tuntutan
zaman. independen maksudnya bebas dari tekanan, pengaruh dan isyarat dari
eksekutif.
Namun selain independen dengan segala faktor pengaruhnya tersebut,
kekuasaan kehakiman juga harus dilaksanakan secara terpadu, artinya saling
terkait satu sama lain dan yang terpenting ialah saling kontrol. Jika suatu
sistem peradilan pidana tidak saling kontrol, maka tidak dapat kita berbicara
tentang Peradilan Pidana Tetpadu (integrated criminal justice system).
Ketiadaan atauketidakmaksimalan saling kontrol antar penegak hukum
biasanya lebih disebabkan oleh egoisme sektoral. Egoisme sektoral ini dipicu
oleh nafsu ingin berkuasa selama-lamanya dan juga adanya sikap arogansi.
Oleh karenanya, dam rangka mencapai peradilan terpadu, egoisme sektoral
harus jauh-jauh dibuang.
Bahwa untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka
ide/jiwa spirit “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Mandiri” harus
terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-
undangan yang mengatur seluruh proses/sistem kekuasaan penegakan hukum.
Sistem Peradilan Pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh para
ahli hukum pidana dan para ahli di bidang peradilan pidana (Criminal Justice
Science) di Aimenla Serikat. Munculnya istilah ini terkait dengan adanya
ketidakpuasan dan para ahli tersebut terhadap mekanisme kerja aparatur
penegak hukum dan instansi penegak hukum dalam tugasnya untuk
menanggulangi kejahatan. Ketidakberhasilan ini semata-mata disebabkan
karena pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan dengan
hukum pidana tersebut adalah pendekatan “hukum dan ketertiban”(law and
order approach). Pendekatan yang sangat mendominasi penegakan hukum
sejak Revolusi Perancis ini, ternyata dalam praktiknya menimbulkan dampak
yang dilematis, bahkan konsep tersebut dipandang sebagai “contradictio
interminis”. Pengerban “hukum” secara implisit mengandung pembatasan oleh
undang-undang, dalam suatu prosedur yang seharusnya ditempuh untuk
mencapai “ketertiban”. Konsep ketertiban berdasarkan hukum dengan
sendirinya telah menempatkan cita harmonisasi di bawah konsep legalitas.20
Mardjono Reksodiputro21mengartikan Sistem Peradilan Pidana sebagai
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisisan,
Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain
Mardjono Reksodiputro22 mengatakan, bahwa SPP adalah sistem dalam suatu
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan
sebagai pengendali kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi
masyarakat.
Dinyatakan oleh Romli Atmasasmita,23 terhadap batasan di atas, bahwa
Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum”,
padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Lebih lanjut
dikatakan, bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di
atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau
menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut
terkandung aspek manajemen dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan
20Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif  Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 6
21Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan,
Buku Kedua, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140.
22Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan
Karangan, Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84.
23Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm. 15-16.
apabila Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai suatu “penegakan
hukum”(law enforcement), maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang
menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam
upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum
(certainty). Di lain pihak apabila SistemPidana dipandang sebagai bagian dari
pelaksanaan social defence yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, maka dalam Sistem peradilan Pidana terkandung aspek sosial yang
menitik beratkan pada kegunaan(expediency).
Berdasarkan hal diatas, Romli Atmasasmita sependapat dengan
pendapat Kadish24bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari
sudut ranah normatif, manajemen, dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan
tersebut, sekilipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi
dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.
Muladi25mengemukakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan
suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai
sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun
hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial, ini
harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal
apabila dilandasi hanya untak kepentingan kepastian hukum saja akan
membawa bencana berupa ketidakadilan.
24Ibid.
25Muladi, Kapita Seklaa Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, hlm. 4.
Komponen yang terkait di dalam Sistem Peradilan Pidana adalah
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat komponen ini
sudah diakui oleh pakar-pakar Sistem Peradilan Pidana di negara maju dan
juga dalam praktik penegakan hukum di negara-negara tersebut. Mardjono
Reksodiputro26mengatakan bahwa komponen-komponen yang bekerjasama
dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terutama instansi atau badan yang
kitakenal dengan nama kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan (lembaga)
pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa
yang dikenal dengan nama “integrated criminal justice administration”.
Lebih lanjut Muladi27mengatakan sebagai suatu sistem, peradilan
pidana mempunyai perangkat struktur berupa subsistem yang seharusnya
bekerja secara koheren, koordinatif, dan integral agar dapat mencapai efisiensi
dan efektivitas yang maksimal. Pelbagai sub sistem ini berupa kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Mengingat peranannya yang
semakin besar, penasihat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem.
Inilah yang dinamakan struktur hukum (legal structur).
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan
kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus
mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya
26Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana ..., Op.Cit.,
hlm 85.
27Muladi, Op.Cit., hlm. 119-120.
adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab28,
sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat (UU Advokat).
Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan
bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun
nonligitasi, dan sejak dulu keberadaan advokad selalu ada semacam
ambivalensi.29Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah
mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut
serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya
ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan
tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat,
penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.30
Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan
hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi
juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga
lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara
modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional,
masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.
Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat
penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan
28Huruf B Konsideran Menimbang UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
29Teguh Adininto, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum mengenai Implementasi
Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo)”, dalam http://tittoarema.blogspot.com. Akses data
tanggal 3 Mei 2015.
30Lihat Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian, Sinar
Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.
pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan
aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara, kalau bertentangan
dengan negara atau warga negara yang lainnya.
Ketentuan Pasal 5 syat (1) UU Advokat memberikan status kepada
Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan
penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan
memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi
Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu
“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang
bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.
Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasamya adalah
organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ)
yang juga melaksanakan fungsi Negara.31
Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya
penegakkan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha
negara,tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya
setara penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama
praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata
rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak
tergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin
kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.
31Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian
Undang-Undang Advokat.
Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu
harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan
Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah
memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan
tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat
adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan
profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan
menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat.
Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai
formalitas,tetapi meresapi, meneguhi, dan keadilan.
Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai
penegak hukum dan keadailan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat.
UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan
terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya
dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya
menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan
seprofesinya;
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan
yang menunjukkan sikap tidak honnat terhadap hukum, peraturan
perundang-undangan, atau pengadilan;
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau
harkat dan martabat profesinya;
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau
perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem
yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap
sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta
pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan
organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman
Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru
sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah
memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan
Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode
etika dimaksud. Di samping itu, kalaupun pedoman atau anggaran dasar dan
rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas
kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku
berorganisasi. Padaumumnya dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau
anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat
diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang
bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.
Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya
kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk
menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib
tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut
bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.
Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat
ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di
lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan
berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik
profesi. Tradisi taat aturan inilah harus dibudayakan secara luas. Selain itu,
sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui
pembentukan Dewan Kebormatan yang kredibel diikuti dengan mekanisme
pengawasan yang tegas dan efektif.
Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat,
mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi
publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan
partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya
meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai
dengan amanat UU Advokat.
F. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian mengenai
kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
2. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis
normatif, yaitu dalam menganalisa permasalahannya dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang peraturan
kekuasaan kehakiman, khususnya UU Advokat.
3. Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan
bahan-bahan, yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menemukkan data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier
b. Penelitian lapangan (filed research)
Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, penulis melakukan
penelitian lapangan atau penelitian data perimer yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
4. Metode Pengumpulan data
Metode atau tata cara yang dipergunakan untuk mengupulkan data
primer dan sekunder adalah :
a. Studi literatur, yaitu mempelajari bahan hukum primer maupun skunder
berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, buku,
kamus hukum, makalah, majalah dan surat kabar.
b. Wawancara (interview),32 aparat penegak hukum, khusunya para
penegak hukum, yaitu hakim dan advokat. Tipe wawancara yang
dipergunakan adalah wawancara tidak terarah (non-directive
interview).Artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu
sistem atau daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode
yuridis kualitatif yang artinya data diukur secara tidak langsung untuk data
deskriptif, sehingga penyajiannya tanpa menggunakan angka-angka, tabel
maupun rumus-rumus statistik.
6. Lokasi Penelitian
Dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum baik bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, maka lokasi yang diambil sebagai
tempat penelitian adalah :
a. Perpustakaan Nasional Jakarta Jl. Salemba, Raya No. 28a, Kenari,
Senen Jakarta Pusat;
b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;;
c. Peradi Dpn Pusat, dan Kantor-kantor Advokat di Jakarta.
G. Kesimpulan  (saran)
1. Saran untuk profesi advokat:
32Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1988, hlm. 60.
a. Meningkatkan itegeritas diri benar benar di jaga dan meningkatkan
profesionalitas dalam profesi advokat
2. Saran untuk pemerintah :
a. Pengakuan advokat sebagi organisasi yang independen dan
mandiri.
b. Segera membuat /melengkapi Undang – Undang tentang Advokat
dengan undang –undang organik lainya agar masalah penegakan
hukum dan kericuhan yang meyebabkan advokat sebagi profesi
yang luhur dapat tercapai.
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